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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 

22 Januari 1998. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

   Alif ا 

 ba’ B Be ب 

 ta' T Te ت 

 sa' Ś s (dengan titik diatas) ث 

 Jim J Je ج 

 ha’ ḥ ha (dengan titik dibawah) ح 

 Kha Kh ka dan ha خ 

 Dal D De د 

 Zal ẓ zet (dengan titik diatas) ذ 

 ra' R Er ر 

 Z Z Zet ز 

 S S Es س 

 Sy Sy es dan ye ش 

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص 

 Dad ḍ de (dengan titik dibawah) ض 

 T ṭ te (dengan titik dibawah) ط 

 Za ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ 

 ain ‘  koma terbalik (diatas)‘ ع 

 Gain G Ge غ 

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك 
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 Lam L El ل 

 M M Em م 

 Nun N En ن 

 Waw W We و 

 ha’ Ha Ha ه 

 hamzah ~ Apostrof ء 

 Ya Y Ye ي 

 

II. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

Contoh :  نزل = nazzala 

 bihinna =  بهن  

III. Vokal Pendek 

Fathah (o`_ ) ditulis a, kasrah (o_ ) ditilis I, dan dammah (o _ ) ditulis u. 

IV. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis 

u, masing-masing dengan tanda penghubung (~ ) diatasnya.  

Contoh :  

1. Fathah + alif ditulis a, seperti   فلا ditulisfala. 

 2. Kasrah + ya’ mati ditulis I seperti : تفصيل, ditulis tafsil. 

3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti  أصول ,ditulisusul. 

V. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai  الزهيلي ditulis az-Zuhaili 

2. Fathah + wawu ditulis au  الدولة ditulis ad-Daulah 

VI. Ta’ Marbuthah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang 

sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan 

sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya. 

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh:  ية بداية الهدا  

ditulis bidayah al-hidayah. 
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VII. Hamzah 

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang 

mengiringinya, seperti  أن ditulis anna. 

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) 

seperti  شيئ ditulis syai,un. 

3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai 

dengan bunyi vokalnya, seperti  ربائب ditulis raba’ib. 

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing 

apostrof ( , ) seperti  تاخذون ditulis ta’khuzuna. 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti  البقرة ditulis al-Baqarah. 

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti denganhuruf syamsiyah 

yang bersangkutan, seperti  النساء ditulis an-Nisa’. 

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut 

penulisannya,  seperti :   ذوي الفرود ditulis zawi al-furud atau   أهل السنة ditulis 

ahlu as-sunnah. 
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ABSTRAK 

 

Ihya Ulumudin, NIM. 5120009. 2024. Kritik Terhadap Penggunaan Alat 

Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen 

tahun 2022-2023, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Ade Dedi 

Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Hj. Qomariyah, M.A. 

Kata Kunci: Alat Bukti elektronik, Pembuktian, Perceraian 
 Perceraian merupakan perkara yang ranahnya sangat privat, karena 

pokok permasalahannya hanya diketahui oleh kedua belah pihak yaitu suami dan 

istri. Seiring berkembangnya waktu untuk membuktikan atau mengungkapkan 

kejadian sebenarnya dalam perkara rumah tangga bisa diketahui lewat 

percakapan alat komunikasi yaitu chat, video atau rekaman percakapan suami 

istri. Hal tersebut kemudian sering kali dijadikan dasar alat bukti perceraian yang 

karena adanya fenomena tersebut kemudian pemerintah meawadahi keabsahan 

alat bukti elektronik lewat UU ITE. Namun demikian Alat bukti elektronik 

meskipun sudah diakomodir dalam UU ITE ketentuan hukumnya belum diatur 

dalam Hukum Acara Perdata. Pengadilan Agama Kajen merupakan Pengadilan 

yang terbuka dengan bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak, meskipun 

Alat Bukti Elektronik belu m diakomodir dalam Hukum Acara Perdata, begitu 

juga dengan praktik penggunaanya cuma dengan melihat foto screen shoot yang 

ditunujukan oleh para pihak saja tanpa dengan melihat bukti aslinya untuk itu 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penggunakan alat bukti 

elektronik di Pengadilan Agam kajen.  

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: 1.Bagaimana kritik 

penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di pengadilan agama 

kajen  tahun 2022-2023, 2.Bagaimana pertimbangan hakim dalam penggunaan 

alat bukti elektronik, Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menemukan dan 

mendiskripsikan pengunaan alat bukti elektronik pada perkara perceraian di 

pengadilan Agama Kajen, 2. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim 

dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Kajen. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. 

Pengumpulan data melalui : interview, observasi dan dokumentasi. Analisis 

datanya deskriptif dengan tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.Penelitian ini menghasilkan temuan (1)  Kritik tentang 

penggunaan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Kjen anatar lain : a. 

Belum di aturnya tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam 

Hukum Acara Perdata. b. Penggunaan Alat Bukti Elektronik tentu memiliki 

banyak kelemahan karena rawan manipulatif . c. Sifat pasif hakim dalam 
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menangani perkara perdata rawan menjadi celah bagi para pihak yang tidak 

bertanggung jawab  untuk menyodorkan data yang sudah direkayasa.d. Bukti 

rekomendasi digital forensik yang dijadikan dasar pembenar Alat bukti 

elektronik  yang disodorkan oleh para pihak  hendaknya bisa difasilitasi oleh 

Pengadilan Agama, karena kalau para pihak yang harus mengupayakan sendiri 

dengan meminta bantuan pihak lain selain rawan rekayasa juga memberatkan 

para pihak. (2) Dasar penerimaan hakim Pengadilan Agama Kajen adalah UU 

ITE, tidak terakomodirnya Alat Bukti Elektronik di Hukum Acara Perdata  

hakim menggunakan dasar pertimbangan deduktif yakni dengan menggunakan 

aturan lain yang terkait sebagai dasar penerimaan alat bukti elektronik. 
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ABSTRACT 

Ihya Ulumudin, NIM. 5120009. 2024. Criticism of the Use of Electronic 

Evidence in Divorce Cases at the Kajen Religious Court in 2022-2023, 

Postgraduate Program at K.H State Islamic University. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. Supervisor: (1) Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 

(2) Dr. Hj. Qomariyah, M.A. 

Keywords: Electronic Evidence, Evidence, Divorce 

 Divorce is a matter that is very private, because the main issue is 

only known to both parties, namely husband and wife. As time 

progresses, to prove or reveal the actual events in household matters, it 

can be known through communication tools, namely chat, video or 

recordings of husband and wife conversations. This is then often used as 

the basis for evidence of divorce, and because of this phenomenon, the 

government has accommodated the validity of electronic evidence 

through the ITE Law. However, although electronic evidence has been 

accommodated in the ITE Law, its legal provisions are not yet regulated 

in the Civil Procedure Law. The Kajen Religious Court is a court that is 

open to electronic evidence submitted by the parties, although electronic 

evidence has not yet been accommodated in the Civil Procedure Law, as 

well as the practice of using it only by looking at screen shots presented 

by the parties without seeing the original evidence. For this reason, 

researchers are interested in further research regarding the use of 

electronic evidence in the Agam Kajen Court.  

The formulation of the research problem is: 1. What is the 

criticism of the use of electronic evidence in divorce cases at the Kajen 

religious court in 2022-2023, 2. How do judges consider the use of 

electronic evidence? The aim of this research is 1. To find and describe 

the use of evidence electronically in divorce cases at the Kajen Religious 

Court, 2. To identify the judge's considerations in using electronic 

evidence in divorce cases at the Kajen Religious Court. 

This type of research is qualitative with descriptive methods. 

Data collection through: interviews, observation and documentation. The 

data analysis is descriptive with three paths, namely data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. This research produces findings 

(1) Criticism regarding the use of Electronic Evidence in the Religious 

Courts of the Kjen, among others: a. There is no regulation regarding the 
use of electronic evidence in civil procedural law. b. The use of electronic 

evidence certainly has many weaknesses because it is prone to being 

manipulative. c. The passive nature of judges in handling civil cases is 
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prone to providing opportunities for irresponsible parties to submit data 

that has been manipulated. d. Digital forensic recommendation evidence 

which is used as the basis for justification. Electronic evidence presented 

by the parties should be facilitated by the Religious Court, because if the 

parties have to try it themselves by asking for help from other parties, 

apart from being prone to engineering, it will also be burdensome for the 

parties. (2) The basis for acceptance by judges at the Kajen Religious 

Court is the ITE Law. Electronic Evidence is not accommodated in the 

Civil Procedure Law. Judges use the basis of deductive considerations, 

namely by using other related rules as a basis for accepting electronic 

evidence. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian 

di Pengadilan Agama Kajen mulai digunakan oleh para pihak yang 

berperkara di Pengadilan Agama kajen. Hal ini senada dengan 

perkembangan zaman yang makin maju dan sendi-sendi kehidupan 

makin banyak dipengaruhi oleh informasi yang didapatkan dari 

media sosial seperti facebook, instagram, whatsap dan lain sebainya. 

Begitu juga dengan pola komunikasi berumah tangga yang 

dibangun oleh pasangan suami istri, semakin banyak pasangan suami 

istri yang sedikit sekali memiliki kesempatan untuk bercengkrama 

dirumah, bahkan karena tuntutan pekerjaan tidak sedikit yang 

terpaksa harus hidup terpisah. Dan pola komunikasi mereka lebih 

banyak dengan menggunakan daring (dalam jaringan). Oleh karena 

itu semakin banyak bukti-bukti pertengakaran suami istri yang 

diajukan dalam perkara perceraian dalam prinout chat Whatsapp, 

Facebook, Instagram, video dan bukti elektronik lainnya. 

Menanggapi fenomena tersebut pengadilan Agama Kajen 

terbuka dan menerima beberapa bukti elektronik yang sering 

diajukan oleh masyarakat dalam perkara-perkara seperti perkara 

perceraian suami dan atau isteri di persidangan, misalnya photo, 

SMS, chating whatshap, komentar facebook, rekaman suara ataupun 

rekaman gambar (video) untuk menguatkan dalil-dalil mereka.  

Penerimaan terhadap alat bukti Elektronik di Pengadilan 

Agama Kajen berdasar pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE 

ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan 

demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti 

yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE 

Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa dokumen elektronik 
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dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat 

diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung 

jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. 

Penulis menilai ada beberapa persoalan praktis penggunaan 

bukti-bukti elektronik yang sudah dipergunakan ditengah 

masyarakat yakni pengaturannya belum terakomodir dalam 

HIR/RBg. Tidak diaturnya alat bukti elektronik sebagai alat bukti 

menunjukan bahwa perundang-undangan yang berlaku terkadang 

ketinggalan jaman dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. 

Tertinggalnya perundang-undangan tersebut di atas  akan membuat 

tugas hakim semakin berat karena hakim dalam memutuskan perkara 

harus melakukan penemun hukum (ijtihad) untuk menghubungkan 

antara perundang-undangan yang harus diikuti oleh hakim (asas 

kepastian hukum) yang mengalami kekosongan hukum tentang 

aturan pembuktian elektronik dengan kenyataan bukti-bukti yang 

diajukan oleh pihak-pihak telah banyak yang bersifat elektronik. (Efa 

Laila Fakhriah, 2009: 76) 

Namun, menyikapi realitas adanya bukti elektronik yang 

diajukan para pihak, hakim Pengadilan Agam kajen berpandangan 

progresif mengambil Keputusan dengan mempertimbangkan atau 

bahkan menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang 

menentukan dalam perkara perceraian sehingga bukti elektronik 

tersebut akan menjadi salah satu point dalam pengambilan 

Keputusan.  

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen yang progresif 

ini perlu diteliti untuk mengetaui ‘legal reasoning’ atau dasar 

argumentasi hakim tersebut dalam menentukan pilihannya untuk 

bersikap progresif mengakomodir pertimbangan bukti-bukti 

elektronik walau belum diatur secara rinci. Apa yang diambil oleh 

hakim Pengadilan Agama Kajen ini merupakan bentuk penemuan 

hakim ketika menghadapi kekosongan hukum. Dalam hal ini penulis 

tertarik untuk meneliti terkait dengan penggunaan alat bukti 

elektronik di Pengadilan Agama Kajen, hakim boleh saja 

menggunakan alat bukti elektronik sebagai dasar pembuktian, namun 

tentunya juga harus dibarengi dengan keahlian memastikan tentang 
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keaslian alat bukti elektronik karena alat bukti dalam sistem 

pembuktian perkara perdata Indonesia juga memiliki kelemahan. 

Khususnya pada perkara perceraian, karena perceraian merupakan 

perkara yang sifatnya sangat privat dan hanya diketahui akar 

permasalahannya oleh kedua belah pihak yaitu suami atau isteri. 

Dalam hal ini pembuktian terkait permasalah perceraian sering kali 

pihak yang berperkara juga menggunakan alat bukti elektronik 

sebagai bukti yang valid untuk memperkuat dalilnya dalam 

pembuktian didepan persidangan.  

Namun  Alat Bukti Elektronik rentan untuk diubah, disadap, 

dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu 

hitungan detik. Alat Bukti Elektronik dapat mempunyai kekuatan 

hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat 

dipertanggung-jawabkan, dapat diakses dan ditampilkan sehingga 

menerangkan suatu keadaan. Persidangan di Pengadilan Agama 

kajen dengan pembuktian alat bukti elektronik sejauh yang penulis 

terlibat langsung dalam persidangan cukup dengan mengadirkan 

bukti foto copy screen shoot percakapan di media sosial sudah 

dianggap cukup tanpa harus mengadirkan alat bukti yang asli. Dari 

latar belakang dan persoalan diatas penulis mempunyai keinginan 

untuk meneliti lebih lanjut tentang terkait dengan pengggunaan alat 

bukti elektronik di Pengadilan agama kajen dengan judul “ Kritik 

Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara 

Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2022-2023” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

identifikasi masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

1. Perceraian merupakan perkara yang sifatnya sangat privat dan 

hanya diketahui titik masalahnya secara akurat oleh kedua belah 

pihak yaitu antara suami dan isteri. 

2. Maraknya fenomena digital seolah menjadi terobosan baru untuk 

menguatkan dalil-dalil gugatannya agar permohonan atau 

gugatannya dapat diterima dipersidangan. 
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3. Belum diaturnya UU ITE yang menjadi payung hukum 

pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Perdata menjadi 

kurangnya keabsahan dari pada Alat Bukti Elektronik. 

4. Pembuktian elektronik memiliki kelemahan rawan dipalsukan 

dan perlu dibuktikan keorisinilannya. 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Tekhnik penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Kajen tahun 2022-2023 

2. Argumentasi hakim atau alasan hakim dalam penerimaan alat 

bukti elektronik. 

1.4 Rumusan Maslah 

1. Bagaimana penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara 

perceraian di pengadilan agama kajen  tahun 2022-2023 ? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penggunaan alat bukti 

elektronik ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini menggambarkan maksud, tujuan, dan hal 

yang ingin dituju dalam penelitian, yaitu : 

1. Untuk menemukan dan mendiskripsikan pengunaan alat bukti 

elektronik pada perkara perceraian di pengadilan Agama Kajen. 

2. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam penggunaan 

alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Kajen. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini mungkin memiliki manfaat praktis dan 

teoritis sebagai berikut: 

1. Secara praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan bahan masukan kepada para praktisi hukum khususnya 

para hakim kepada Pengadilan Agama sebagai Lembaga 

yang menangani langsung perkara perceraian, agar dapat 

tercapai putusan yang adil bagi para pencari keadilan. 

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan 

informasi kepada Masyarakat tetang fungsi dari alat bukti 

elektronik. 
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2. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini dharapkan dapat mengisi, memperluas 

dan memperkaya khasanah di bidang ilmu hukum khususnya 

dalam pengembangan hukum acara perdata mengenai 

berkembangnya alat-alat bukti elektronik agar mendapat 

pengkajian dan respon yang menguntungkan masyarakat 

b. Hasil penetian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti yang akan meneliti tema yang sama. 
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BAB VII  

SIMPULAN, SARAN, dan PENUTUP 

7.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan 

masalah, penulis menemukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kritik Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan 

Agama Kajen antara lain :  

a). Belum di aturnya tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik 

dalam Hukum Acara Perdata hemdaknya menjadi perhatian 

dan pertimbangan yang serius bagi para hakim dalam 

penggunaan Alat Bukti Elektronik. Karena hal tersebut 

tentunya menjadikan hasil putusan terhadap perkara tersebut  

menjadi kurang memiliki legitimasi hukum yang valid. 

b). Penggunaan Alat Bukti Elektronik tentu memiliki banyak 

kelemahan karena rawan manipulatif dan data yang diajukan 

hendaknya benar-benar di verifikasi dengan baik oleh tenaga 

ahli yang memadai. 

c). Sifat pasif hakim dalam menangani perkara perdata rawan 

menjadi celah bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab  

untuk menyodorkan data yang sudah direkayasa. 

d). Bukti rekomendasi digital forensik yang dijadikan dasar 

pembenar Alat bukti elektronik  yang disodorkan oleh para 

pihak  hendaknya bisa difasilitasi oleh Pengadilan Agama, 

karena kalau para pihak yang harus mengupayakan sendiri 

dengan meminta bantuan pihak lain selain rawan rekayasa 

juga memberatkan para pihak. 

2. Belum diaturnya Alat Bukti elektronik dalam Hukum Acara 

Perdata, hakim pengadilan Agama dalam menentukan 

kedudukan hukum alat bukti elektronik menggunakan 

pertimbangan deduktif yaitu mengidentifikasi peraturan terkait 

dan menafsirkannya untuk menjadikan peraturan tersebut boleh 

digunakan sebagai dasar digunakannya alat bukti elektronik. Di 

Pengadilan Agama Kajen menerima Alat Bukti elektronik 
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dengan Dasar pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan 

bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. 

Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu 

alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem 

elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa 

dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang 

tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin 

keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga 

menerangkan suatu keadaan. 

7.2 Saran 

Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam perkara perceraian 

adalah sebagai berikut:  

1. Maraknya fenomena digital belakangan ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi para hakim pengadilan Agama untuk dapat 

memiliki tenaga ahli dan sarana prasarana untuk bisa menyeleksi 

alat bukti elektronik yang validitasnya akurat, karena sifat hakim 

pengadilan yang pasif dalam perkara perdata, menjadikan 

rawannya manipulasi data dilakukan oleh para pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

2. Karena pembuktian merupakan bagian dari ranah hukum formil, 

maka untuk menghindari disparitas standar penilaian terhadap 

bukti elektronik, idealnya paling tidak ada SEMA yang 

memberikan pedoman terhadap persoalan ini, karena Hukum 

Formil selalu mengedepankan keadilan procedural dan kepastian 

hukum, maka problem hukum formil semestinya tidak 

diselesaikan melalui ijtihad fardi (perorangan) melainkan harus 

berupa hasil ijtihad jama’I (ijtihad Lembaga). 
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7.3 Penutup 

Demikian penulis mencoba berijtihad dengan segala 

keterbatasan ilmu dan minimnya petunjuk praktis dalam menyikapi 

bukti elektronik. Tulisan ini juga dipicu oleh keprihatinan penulis 

atas adanya penolakan bukti elektronik setelah tiga belas tahun UU 

ITE diberlakukan, dengan alasan tidak diatur secara limit dalam 

HIR/RBg, semoga tulisan ini bermanfaat, selanjutnya mohon kritik 

dan saran sebagai bahan penyempurnaan dan kajian selanjutnya.
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